
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 22 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 41 TAHUN 2017 

TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
SEC&~ ELEKTROl'lIK 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

bahwa dalam rangka tertib administrasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Secara Elektronik sebagai 
tindaklanjut penetapan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 
12 Tahuli 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Pedoman 
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, serta Peraturan 
Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Bantuan 
Keuangan Kepada Pemerintahan Desa, perlu menetapkan 
Perat'uran Bupati tenta.,g Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 4 1 Tahun 2017 tentang Perencanaan 
Pembangunan Daerah Secara Elektronik; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah KabupatenjKota dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Republik indonesi.a Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Noroor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksana.an Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembina.an dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusuna.i1, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah d engan Peraturan MenLeri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

14. Peratur<Ln Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahu n 2018 
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro TaJ-1un 2016 Nomor 16); 

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial 
sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Bupati 
Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2019; 

18 . Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019; 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2017 ten tang Perencanaan 
Pembangunan Daerah Secara Elektronik. 

Pasal I 

Kctcnt'..:.a..-i Pasal 14 Pcratura..-i Bupati Bojoncgoro Nomor 41 

Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Secara Elek tro l'lLk (Berita Daera h 1<8bu paten Bojonegoro 
Tahun 2017 Nomor 75) diadakan perubahan sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui e-Planning, 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari Perangkat Daerah 
dilengkapi dengan: 

1) Surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah; 
2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra­

RKA); dan 

3) Calon Lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat 
ini da.n/atau koordinat. 
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b. Usulan Kegiatan yang akan d ianggarkan dalam bentuk 

hibah, bantuan sosial, atau bantuan keuangan 
dilengkapi dengan proposal. 

c. Proposal seagaimana dirnaksud pada huruf b, diajukan 

kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah usulan 
diunggah pada aplikasi. 

Pasal 11 

Pera.t"uran Bupati ini mulai berlaku pada tM,ggal 
diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 
penempatannya 
Bojonegoro. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan Bupati ini dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 10 Juni 2019 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, 

ttd. 

YAYAN ROHMAN A.P., M .M. 

SERITA DAERAB KABUPATEN BOJONF,GORO TAHON 2019 NOMOR 22. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, 

~~ 
YAYAN ROHMAN A.P.1 M .M. 

Pembina Utarna Muda 
NIP. 19740403 199403 l 003 


